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NAMA SOP

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 1. Memahami Klasifikasi Informasi
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Memahami Daftar Informasi Publik
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Menguasai Pemanfaatan Perangkat Komputer
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi

dan Dokumentasi Dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Uji konsekuensi Informasi Publik L. Komputer

. . . 2. Software Pendukung
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik -
. 3. Jaringan Internet

3. SOP Pengelolaan Keberatan Atas Pelayanan Informasi 4 Alat Tulis Kantor
4. SOP Pendokumentasian Informasi Publik '
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Jika SOP ini tidak dijalankan maka keberatan atas pelayanan informasi public dapat diajukan Disimpan dalam bentuk SoftCopy dan HardCopy

2. Seluruh pelayanan informasi yang diberikan kepada pemohon informasi tidak dikenakan biaya, Kecuali
biaya penggandaan
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informasi/dokumen yang
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TERBUKA

Informasi/dokumen
yang telah dinyatakan
terbuka untuk Publik
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(Sepuluh)

Informasi/Dokumen
dari
komponen/Perangkat
Desa

Memberikan Informasi dan
Dokumen yang diminta oleh
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menandatangani tanda bukti
penerimaan atau memberikan
surat penolakan kepada
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informasi/dokumen
tersebut dinyatakan
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Informasi Publik yang
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informasi atau surat
penolakan




